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Penelitian ini mengkaji tentang penyebab belum dapat berfungsinya Peraturan 
Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 
di Desa, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
desa yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa atau pihak ketiga. Penelitian 
ini adalah penelitian non doktrinal yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan 
yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan 
kasus yang terjadi dengan sumber data primer dan data sekunder. Data diambil 
dari berbagai bahan hukum yang berbentuk dokumen, arsip, dan berbagai literatur. 
Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa desa di Kabupaten 
Madiun tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada pada Peraturan 
Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 
di Desa, karena : (1) Aspek Substansi : Peraturan Bupati ini tidak mengatur secara 
jelas tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan, dan mekanisme penentuan 
penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh Tim Pengelola Kegiatan, (2) Aspek 
Struktural : pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa desa yakni 
Kepala Desa, Perangkat Desa maupun Tim Pengelola Kegiatan belum terlihat 
konsisten dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini dalam pengadaan barang/jasa 
di desa yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa atau pihak ketiga; (3) 
Aspek Kultural : tingkat kesadaran dari penyedia barang/jasa untuk patuh pada 
aturan hukum masih rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka 
pihak Pemerintah Kabupaten Madiun seharusnya merevisi beberapa ketentuan 
pasal dalam Peraturan Bupati, memberikan pembekalan teknis pengadaan 
barang/jasa desa kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa 
desa, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini penyedia 
barang/jasa desa agar tidak terjadi salah penafsiran dalam pengadaan barang/jasa 
di desa. 
 




















This research aims analize to the causes can not yet functioning of Madiun 
Regency’s Regulation Number 37 Year 2014 About The Supply of Goods/service 
in the village, and how know the implementation of the supply of village’s 
goods/service implemented through the supplier of goods/service or the third side. 
This research is a non-doctrinal research is descriptive qualitative. This research 
is located in Madiun Regency. The used approach is regulation’s approach of 
legislation and case approach happening to the source of primary and secondary 
data. The data is taken from variety legal materials in the forms documents, 
archives and a variety of literature. The collection of data obtained from 
interview, observation, and literature study. The base results show the supply of 
village’s goods/servive in Madiun Regency is not implemented as the existed 
certainty at Madiun Regency’s Regulation Number 37 Year 2014 About The 
Supply of Goods/service in the village, because : 1) Substantly aspect : This 
Regency’s Regulation doesnot arrange clearly the main task and function of 
activity manager team, and mechanism of goods/service supplier appointed by 
activity manager team ; 2) Structurely aspect : The involved sides in supplying the 
village’s goods/service such as head village, village apparatus or activity 
manager team has not been consistent in implementing regency’s regulation in 
supplying goods/service in the village implemented through the supplier of 
goods/service or third side ; 3) Culturally aspect : The level of awareness of the 
supplier of goods/service to obey at the law’s regulation to overcome the problem 
above. The government of Madiun Regency should revise some verse certainties 
in regency’s regulation, give technique supply of goods/service to the involved 
sides in supplying the goods/service in the village and give socialization to the 
society in the supply of goods/service in the village in order not to occur the 
misexplanation in the supply of goods/service in the village. 
 
Key words : Village’s supply of goods/service, Activity Manager Team, 
Goods/service supplier.  
